
BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 10

TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8A ayat (2) Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020
tentang Prioritas Pengunaan Dana Desa Tahun 2020,
Penanganan Dampak Covid-19 dapat berupa BLT Dana
Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Langkat Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Langkat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
Tahun 2020;

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Kabupaten Langkat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

2.

3.



4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II
Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota
Stabat di wilayah Kabupaten II Langkat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari

1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan
121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1341);

10. Peraturan
193/PMK.07/2018
PengalPengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Menteri Keuangan Nomor

Menteri Keuangan Nomor
CaraTatatentang



12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer
Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020
Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (C0vid-19) dan/atau menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 377);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2007 Nomor 05);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 29 Tahun 2016);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 12
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun
2019 Nomor 3);

16. Peraturan Bupati Langkat Nomor 55 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Keija Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat (Berita
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 55);

17. Peraturan Bupati Langkat Nomor 42 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019
Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
10 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN LANGKAT TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2020
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 10),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 18 Tahun
2020 Tentang Perubahan Atas Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun
2020 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 18), sehingga
diubah sebagai berikut :



, 1
__

Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 12A,
sehingga berbunyi sebegai berkut :

Pasal 12A

(1) Penyaluran BLT Dana Desa dapat dilakukan secara :
a. Tunai.
b. Non Tunai.

(2) Penyaluran tunai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan
memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efektivitas, serta
mengikuti Protokol Kesehatan Covid-19: menjaga jarak (physical
distancing) * menghindari kemmunan, dan memakai masker.

(3) Penyaluran non tunai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
melalui sistem transfer bank.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 1 Mei 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 29 Mei 2020

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020 NOMOR : 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIMAjl TARIGAN, SH
NIP. 19730803 200212 1 005


